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Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan
pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2OO7
Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kineq'a
Utama di Lingkungah Instansi Pemerintah, perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungal
Pemerintah dalam suatu Peraturan Bupati Kabupaten
Muara Enim.

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas
perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasiona-l (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e1;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Menimbang:

Mengingat :



2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 4);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol7 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1O5, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17
Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2Ol9 Tentang l,aporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tah^urr 2022,
Tambahan lembaran Negara Nomor 6794);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona-l
Tahun 2O2O-2O24 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1O);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9/M.PAN /5l2OO7 tentang Pedoman
umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan
instansi pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/2OIM.PAN /ll l2OO8 Tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kine{a Utama;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kine{a dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencala
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunal Jangka Menengah
Daerah, dar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita
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Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1 I 14);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2Ol9
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2O2O
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang l,aporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 288);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyrsunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan
Daerah Otonomi Baru;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Rencala Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2OO8 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor
2) terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 2 tahun 2O16 tentang Pembentukan dan
susunan Peangkat Daerah (kmbaran Daerah Nomor 8
tahun 2O 19) ;

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 4 Tahun 2O23
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2024-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2O23 Nomor 4);

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 18 Tahun 2O23
tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian;

MEMUTUSKAN

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas
Komunikasi, Informatika, Statislik dan Persandian
Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam
lampiran peraturan ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimala dimaksud pada
diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang
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MENETAPKAN

KESATU

KEDUA



KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

1. Bupati Muara Enim
2. lnspektur Kabupaten Muara Enim

digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim dalam
menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan
rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen

Penetapan kinerja, men5rusun laporan akuntabilitas
kine{a serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
diktum pertama disusun dengan mengacu kepada
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Muara
Enim dan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Muara Enim;
Keputusan ini berlaku sejak tanggai ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : oL Jarruan 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika,

Ardian ardi, AP, M.Si.
Pembina Utama Muda/lV.c
NrP. 197407201993 1 1 1001



L,ampiran KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MUARA ENIM
Nomor : O, /KPIS/DISKoMINFo SP-I/2024
Tanggal :2 Januari 2024

INDIKATOR I{INER.IA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN XABUPATEN MUARA ENIM
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Indeks SPBE
Nilai gang dikeluarkan oleh Kenenpan d.an fa.sit self
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Meningkatkan Sistem
Pemerintsian
Berbasis Elektronik

l. Meningkatnya
Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik

2. Meningkatnya
Keterbukaan
Informasi

Persentase Informasi
Publik yang tersedia
dan diumumkaa
sesuai UU No. 14
Tahun 2OO8 tentang
I(IP

Jumlah inloftndsi publ* gang tersedia don
dirn mkan

Jumlah irlfon asi publik gang tersedia dan
diumumkan sesuai W No I 4 tahun 2008 tentang
keterbukaan info n,].asi pub lik

x 104%
10091, 100% 100<'1)

Xepala Dlnaa Komunlka3l dan lrformatlk&

Ardlatr AP, M.St.
Pemblna UtaDtra Muda/fv.c
NlP. t97407201993 1 1 1001

Targct Kltreda gasaran pada Tahun Ke
NO TuJuan Saaaran Rumua

Indltator Salaiatr
(IKU)
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